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ABSTRAK 
Peranan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Toraja Utara 
The Role of Hotel Tax in Improving The Real Local Revenue                                       
in North Toraja Regency 
 
Panca Ambawa Sumule 
Deng Siraja 
Haerial 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan pajak hotel dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Toraja Utara. Penerimaan 
pajak hotel sebagai bagian dari komponen pajak daerah diharapkan memberikan 
kontribusi yang dapat diandalkan bagi penerimaan daerah. Penelitian ini dilakukan 
dengan mengumpulkan data-data yang relevan untuk memberikan informasi 
mengenai permasalahan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang 
ada serta menghasilkan kesimpulan yang berguna. Data penelitian ini berupa data 
primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 
langsung dengan pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini 
terbukti dari nilai koefisien korelasi dan pengujian atas nilai koefisien korelasi yang 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dan 
pendapatan asli daerah. 
Kata kunci: pajak hotel, pajak daerah, pendapatan asli daerah. 
Purpose of this research isto analyze the role of hotel tax in improving the real local 
revenue in North Toraja Regency. Hotel tax revenue as part of the tax component is 
expected to contribute to the reliable reception area. This research was conducted 
by collecting relevant data to provide information about the issues that will be used 
to solve existing problems and to produse useful conclusions. The data of this 
research is primary data and secondary data obtained through abservatioan and 
direct interviews with Department of Earnings, Financial and Asset Management of 
North Toraja Regency. The results of research showed that hotel tax effect on 
increased the real local revenue. This is evident from the value of correlation 
coefficient and testing of the value of correlation coefficient indicates that there is a 
very strong relationship between the hotel tax and the tax revenue. 
Keyword: hotel tax, local tax, real local revenue.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Tujuan utama pembangunan suatu negara adalah  untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat 
akan tercapai apabila pembangunan direncanakan dengan seksama,  
kemudian dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah tentu tidak 
dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan tugas mulia ini. Dukungan dari 
berbagai pihak sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan tersebut. Alhasil, 
kemakmuran tidak lagi menjadi angan-angan semata bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
Suatu proses pembangunan akan mencapai tujuannya apabila 
ditopang oleh sumber pendanaan yang mencukupi. Sumber pendanaan 
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari berbagai 
sektor, salah satunya adalah sektor pajak. Sektor pajak merupakan 
penyumbang terbesar pada sektor penerimaan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 
sektor pajak merupakan sektor penerimaan yang sangat penting dan 
strategis  dalam menopang pembangunan. Sudah menjadi rahasia umum 
bahwa sektor pajak merupakan salah satu sektor yang sangat rentan 
terhadap penyelewengan.  Berbagai macam cara dilakukan oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk kekayaan negara dari 
sektor ini. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah apabila pemerintah 
melakukan pengelolaan yang optimal pada sektor ini.  
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Pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan 
menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh 
pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. 
Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar 
dilakukannya pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Negara dan Daerah-Daerah. Dasar hukum terbaru yang mengatur 
pemungutan pajak oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah dan 
masyarakat di daerah dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri 
secara bertanggung jawab. Campur tangan pemerintah pusat tidak lagi 
mendominasi pengelolaan keuangan daerah. Peran pemerintah pusat dalam 
konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, 
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya 
otonomi daerah maka pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu 
diambil adalah menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber pendanaan untuk pembangunan daerah diperoleh dari 
bantuan dan sumbangan pemerintah pusat serta penerimaan yang berasal 
dari daerah itu sendiri. Saat ini, sebagian besar dana tersebut berasal dari 
bantuan dan sumbangan pemerintah pusat. Hal inilah yang mendorong 
pemerintah pusat menetapkan kebijakan tentang keuangan daerah agar 
pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan dalam membiayai 
urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. 
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Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki potensi 
yang sama. Dengan demikian, daerah yang memiliki potensi daerah yang 
besar akan semakin maju, sementara daerah yang miskin potensi daerahnya 
akan tertinggal. Kenyataan ini harus benar-benar diperhatikan oleh 
pemerintah agar seluruh daerah di Indonesia berkembang secara merata. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara garis 
besar mengatur tentang sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber 
pendapatan daerah terdiri atas: 
1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : 
a. Hasil Pajak Daerah 
b. Hasil Retribusi Daerah 
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan ; dan 
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
2. Dana Perimbangan 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah   
 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber 
penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan 
daerah. Peranan PAD diharapkan dan diupayakan menjadi penyangga utama 
dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pada kenyataannya, 
kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah 
masih minim. Dominasi sumbangan pemerintah pusat masih menjadi sumber 
penerimaan utama bagi pemerintah daerah. Kenyataan ini menunjukkan 
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bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih 
sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengupayakan 
peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dengan 
demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat 
digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah mengatur tentang sumber-sumber pendapatan setiap 
daerah otonom baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten /kota. Untuk 
tingkat propinsi, jenis pajak yang dapat dipungut terdiri dari: 
1. Pajak kendaraan bermotor 
2. Bea balik nama kendaraan bermotor 
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
4. Pajak air permukaan 
5. Pajak rokok 
Sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota, jenis pajak yang dapat 
dipungut terdiri dari: 
1. Pajak hotel 
2. Pajak restoran 
3. Pajak hiburan 
4. Pajak reklame 
5. Pajak penerangan jalan 
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 
7. Pajak parker 
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8. Pajak air tanah 
9. Pajak sarang burung walet 
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 
11. Bea perolehan atas tanah dan bangunan 
Kabupaten Toraja Utara sebagai bagian dari Propinsi Sulawesi 
Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten 
Toraja Utara  yang resmi dibentuk pada tanggal 26 November 2008. Sebagai 
kabupaten yang baru dibentuk, tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit 
dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Sarana dan prasarana yang masih minim tentunya dapat menjadi faktor 
penghambat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, 
tujuan pembangunan akan sulit tercapai. Optimalisasi dari berbagai sektor 
penerimaan mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk 
membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Usaha optimalisasi Pendapatan Asli Daerah  di Kabupaten Toraja 
Utara menunjukkan hasil yang positif. Dalam tiga tahun terakhir selama 
kabupaten ini dibentuk  realisasi Pendapatan Asli Daerah  menunjukkan 
peningkatan. Hal tersebut tersaji dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Penerimaan di 
Kabupaten Toraja Utara tahun 2009-2013 (Rupiah) 
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Toraja Utara 
Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu daerah tujuan wisata di 
Propinsi Sulawesi Selatan tentunya dapat memanfaatkan potensi ini untuk 
menambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor parawisata. Salah satu jenis 
pajak yang berhubungan dengan sektor ini adalah pajak hotel. Seperti halnya 
sektor-sektor lain, pengelolaan yang baik pada sektor parawisata perlu 
dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja 
Utara. Berikut ini disajikan data mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Toraja Utara dari pos Pajak Daerah tahun 2009-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun 
Jenis Penerimaan  
Jumlah PAD Pajak daerah Retribusi daerah Lain lain PAD yang 
Sah 
2009 1.671.525.304 2.332.305.060 1.805.171.617 5.809.001.981 
2010 2.059.502.894 2.165.839.200 4.056.967.826 8.282.309.920 
2011 3.833.150.133 3.659.297.790    5.787.888.037 13.280.335.960 
2012 4.371.777.622 6.134.472.510 6.108.566.366 16.614.816.498 
2013 6.589.276.945 6.980.065.160 6.255.436.202 19.824.778.307 
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Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara dari Pos Pajak Daerah Tahun 2009-2013 (Rupiah) 
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara
 
Komponen Pajak Daerah 
Tahun 
2009 2010 2011 2012 2013 
Pajak Hotel 249.509.380 287.875.022 372.419.737 515.882.185 643.163.789 
Pajak Restoran 156.635.798 210.065.062 223.056.124 330.797.868 363.821.691 
Pajak Hiburan 6.060.000 700.000 5.000.000 1.900.000 4.500.000 
Pajak Reklame 82.094.646 113.062.802 105.384.480 251.238.040 163.477.400 
Pajak Penerangan Jalan 1.134.819.580 1.215.620.205 1.776.562.800 1.944.395.784 2.678.376.465 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 42.405.900 232.179.803 1.350.726.992 1.327.563.745 869.608.450 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 0 0 370.762.300 528.212.655 1.866.329.150 
Jumlah Pajak Daerah 1.671.525.304 2.059.502.894 3.833.150.133 4.371.777.622 6.589.276.945 
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Data yang tersaji pada tabel 1.2  memperlihatkan bahwa dari tahun ke 
tahun realisasi pajak hotel terus mengalami peningkatan.  Walaupun demikian, 
pajak hotel bukan merupakan pajak unggulan di Kabupaten Toraja Utara. 
Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupatean Toraja Utara masih 
relatif kecil, sementara Kabupaten Toraja Utara merupakan tujuan wisata dan 
jumlah hotel yang terdapat di daerah ini cukup banyak. Hal inilah yang 
menyebabkan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ 
Peranan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Toraja Utara”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Berapa besar peranan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Toraja Utara ? 
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan administrasi penerimaan pajak hotel di 
Kabupaten Toraja Utara ? 
3. Bagaimana prospek penerimaan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara pada 
masa yang akan datang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Mendeskripsikan peranan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Toraja Utara. 
2. Mengungkapkan efektivitas pengelolaan administrasi penerimaan pajak hotel di  
Kabupaten Toraja Utara. 
3. Memberikan gambaran prospek penerimaan pajak hotel di  Kabupaten Toraja 
Utara di masa yang akan datang, sehingga dapat dihitung jumlah target yang 
akan ditetapkan pada tahun berikutnya. 
 
1.4  Kegunaan  Penelitian  
1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam 
penerapan ilmu yang diperoleh untuk memecahkan permasalahan yang 
terjadi secara nyata bagi penulis. 
2. Menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada atau bahan pustaka 
serta dapat menjadi referensi atau acuan bagi pengembangan penelitian 
selanjutnya. 
3. Memperkaya khasana keilmuwan dengan penelitian sejenis dan diharapkan 
dapat menjadi sumber informasi serta bahan perbandingan bagi pihak lain 
yang melakukan penelitian serupa. 
4. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam 
menentukan pola kebijakan dalam rangka peningkatan sumber penerimaan 
pajak daerah, khususnya pajak hotel. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pembahasan masalah yang ada, maka penulisan 
skripsi akan dibagi menjadi beberapa bab yaitu : 
BAB I : Pendahuluan 
Dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah,  
tujuan dan manfaat penelitian . 
BAB II : Landasan Teori 
Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa teori atau konsep-konsep 
yang mendasari penyususan skripsi ini. 
BAB III : Metode Penelitian 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai lokasi penelitian,  jenis dan 
sumber data, instrumen dan metode pengumpulan data, metode analisis data, 
dan  sistematika penulisan. 
BAB IV : Pembahasan 
Dalam bab ini, akan diuraikan gambaran umum daerah penelitian, 
struktur organisasi dan pembahasan mengenai rumusan masalah dalam 
penelitian ini.  
BAB V : Penutup 
Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran 
mengenai hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pemerintahan Daerah 
Undang-Undang No. 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerahmengamanatkan bahwa setiap pemerintahan 
daerah berhak  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas ini diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Daerah sebagaimana telah 
digariskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya. 
Hak pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 21 adalah sebagai berikut : 
1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;  
2. memilih pimpinan daerah; 
3. mengelola aparatur daerah; 
4. mengelola kekayaan daerah;  
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
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 daya lainnya yang berada di daerah; 
7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan 
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
Kewajiban pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 22 adalah sebagai berikut: 
1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 
3. mengembangkan kehidupan demokrasi; 
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;  
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 
8. mengembangkan sistem jaminan sosial; 
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;  
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 
11. melestarikan lingkungan hidup; 
12. mengelola administrasi kependudukan; 
13. melestarikan nilai sosial budaya; 
14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 
dengan kewenangannya; dan 
15. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Pemberian wewenang yang seluas-luasnya kepada pemerintah 
daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-
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aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah. 
Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengelolah potensi daerah 
secara maksimal supaya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini menganut 
sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, 
dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam 
memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang 
diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Berdasarkan penjelasan di 
atas, maka terdapat lima prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: 
1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang 
aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan 
mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. 
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata 
dan bertanggung jawab. 
3. Azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas 
dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas 
tugas pembantuan. 
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian 
dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian. 
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan 
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 
terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap 
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masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan 
kesatuan bangsa. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari 
pajak daerah dan retribusi daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah dan 
retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat empat prinsip 
utama, yaitu: 
1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 
tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional. 
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang 
ditetapkan dalam undang-undang (closed-list) 
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak 
daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam 
undang-undang. 
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang 
tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah  daerah. 
Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 
dilakukan secara preventif dan korektif.Rancangan peraturan daerah yang 
mengatur pajak dan retribusi daerah harus mendapatkan persetujuan 
pemerintah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.Pelanggaran 
terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi. 
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2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
    Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah pasal 1 angka 18, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah 
adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 
wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam 
menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. 
Jadi, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai 
pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam 
memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga 
dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan daerah. 
2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah 
      Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 
33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 6 angka 1 adalah sebagai 
berikut:  
1. Pajak Daerah 
Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung yang dapat yang dapat dipaksakan 
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untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dibagi 
menjadi 2 (dua) kewenangan: 
a. Pajak Propinsi 
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air (PKB) 
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas 
air 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
Air Permukaan. 
b. Pajak Kabupaten/ Kota 
1. Pajak Hotel dan Restoran 
2. Pajak Hiburan 
3. Pertunjukan Kesenian dan Sejenisnya 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian. 
7. Pajak Parkir 
8. Pajak sewa menyewa/ Kontrak Rumah dan/ atau Bangunan 
2. Retribusi Daerah 
  Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada 
daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, 
dibagi dalam 3 (tiga) jenis: 
1. Retribusi Jasa Umum 
2. Retribusi Jasa Usaha 
3. Retribusi Perizinan Tertentu. 
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3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan KekayaanDaerah 
Lainnya yang dipisahkan. 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain: 
1. Penjualan asset tetap daerah 
2. Jasa Giro. 
 
2.3 Konsep Pajak 
2.3.1 Pengertian Umum Pajak 
Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran 
rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal 
balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak 
digunakan untuk membiayai pengeluaran dan  dalam rangka 
menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah 
mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan 
pokok, tempat peribadatan, dan pembangunan lainnya disegala 
bidang. 
Menurut Undang-Undang No. 06 tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No. 28 
tahun 2007 (selanjutnya disebut undang-undang KUP) pasal 
1menyatakan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
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sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Terdapat beberapa 
pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai sudut 
pandang, antara lain: 
1. Waluyo dan Ilyas (2002:9) mengemukakan pengertian pajak 
sebagai berikut. 
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang 
dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum 
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.  
2. Adriani (2002:2) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut. 
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, 
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
3. Waluyo dan Ilyas (2003:5) mengemukakan pengertian pajak 
sebagai berikut. 
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang 
menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, 
tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukan dalam hal yang 
individual. 
4. Mardiasmo (2006:1) mengemukakan pengertian pajak sebagai 
berikut. 
Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal balik (kontra presrasi) yang langsung 
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dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
Dari beberapa definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-
undang serta aturan pelaksanaanya. 
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah 
3. Pajak dipungut oleh negara yaitu pemerintah pusat maupun 
daerah 
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah 
yang bila dari pemasukannya masih terdapatsurplus, 
dipergunakan untuk membiayai public investment 
 
2.3.2 Pengelompokan  Pajak 
Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. 
Mardiasmo (2006:5-6) mengelompokkan pajak menjadi tiga kelompok 
besar yang didasarkan pada kesamaan sifat dan ciri yang dimiliki, 
yaitu.: 
1. Pajak menurut golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada oranglain. Contoh: pajak penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya 
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: pajak pertambahan nilai. 
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2. Pajak menurut sifat-sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau 
berdasar pada subjeknya, dalam arti memperhatikan 
keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan. 
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada 
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib 
pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak atas 
barang mewah. 
3. Pajak menurut wewenang pemungutannya 
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 
Bea Materai. 
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh 
pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai 
rumah tangga daerah. 
 
2.3.3 Fungsi Pajak 
Mardiasmo (2006:1-2) mengemukakan fungsi pajak yang 
dipungut oleh pemerintah adalah sebagai berikut : 
1. Fungsi Budgetair (Anggaran) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
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2. Fungsi Mengatur (Regulered) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi. 
 
2.3.4 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak 
Brotodihardjo (2003:37-46) mengemukakan beberapa 
syarat/ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pemungutan 
pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Syarat-
syarat tersebut antara lain: 
1. Syarat Keadilan 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara 
umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing.Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni 
dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan 
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 
banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
2. Syarat Yuridis 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat2. Hal 
ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik 
bagi negara maupun warganya. 
3. Syarat Ekonomis 
Pungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
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4. Syarat Finansial 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 
Sistem pemungutan yangsederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang 
Perpajakan yang baru. 
 
2.4 Pajak Daerah 
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah 
Pengertian pajak daerah menurut Undang-UndangNo.28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 
angka 10, yang selanjutnya disebut pajak, adalahkontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkanundang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerahbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pajak daerah pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan 
dengan asas pajak negara yaitu pungutan yang dilakukan oleh 
pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan umum pengeluaran 
pemerintah yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan 
pungutannya dilaksanakan secara paksa. 
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2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 
Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: 
1. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 
12 Tahun 2008. 
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 No. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No.4138). 
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
5. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak 
hotel sebagai aturan pelaksanaan peratuaran daerah tentang 
pajak hotel pada kabupaten/kota yang dimaksud (untuk 
Kabupaten Toraja Utara tertuang dalam Peraturan daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor  2  tahun  2011 tentang Pajak 
Daerah) 
 
2.5 Pajak Hotel 
Pengertian hotel sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PDRD) adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan 
termasuk juga jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 
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mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan 
jumlah kamar lebih dari sepuluh. 
2.5.1 Subjek Pajak, Wajib pajak dan Objek Pajak Hotel  
 Pengertian subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel menurut 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pembayaran kepada hotel dan orang pribadi atau 
badan yang mengusahakan hotel (pasal 33 angka 1). 
2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 
mengusahakan hotel (pasal 33 angka 2). 
3. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel 
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai 
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (pasal 32 
angka 1).  
Selanjutnya, dalam Pasal 32 angka 3  Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah diatur mengenai pengecualian objek pajak hotel, 
yaitu: 
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 
pemerintah atau pemerintah daerah; 
b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 
c. Jasa tempat tinggal di pusat pedidikan atau kegiatan 
keagamaan; 
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d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti 
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 
e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang 
diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh 
umum. 
 
2.5.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel  
Menurut Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No. 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 
PDRD)dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran 
yang dilakukan kepada hotel.Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % 
(sepuluh persen) (pasal 35 angka 1 UU PDRD). Besarnya pajak 
hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif kali 
dasar pengenaan pajak (pasal 36 angka 1 UU PDRD). 
Sistem pemungutan pajak hotel terbagi menjadi 2 (dua) 
yaitu, self assesment system, dimana sistem ini memberikan 
wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajak 
terutangnya sendiri. Selain itu ada juga official assesment system, 
dimana dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
yang terutang oleh wajib pajak. 
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2.5.3 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Hotel  
Pasal 1 angka 46 Undang-Undang Republik Indonesia No. 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
menjelaskan bahwamasa pajak hotel sama dengan satu bulan 
takwim atau ditentukan lain oleh bupati atau pejabat. Pajak terutang 
dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel.Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 1 s/d 15 harus dibayar 
paling lambat tanggal 22 berjalan, SKPD tanggal 16 s/d akhir bulan 
harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila 
SKPD tidak atau kurang bayar dibayar setelah lewat jatuh tempo 
pembayaran dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2 
% (dua persen) sebulan. Masa pajak setahun dipungut sebanyak 24 
kali. 
2.5.4 Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak Hotel  
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor  
2  tahun  2011 tentang Pajak DaerahPasal 66-70 tata cara 
penetapan Pajak Hotel dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang 
telah ditetapkan, maka bupati atau pejabat yang ditunjuk 
menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah). 
2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh bupati 
atau pejabat yang ditunjuk dapat menertibkan SKPDKB (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) apabila berdasarkan 
hasil pemeriksaan/ keterangan lain, pajak yang terutang tidak 
atau kurang bayar. 
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3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 
pajak, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan) apabila ditemukan data baru dan / atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang. 
4. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sesudah saat terutangnya pajak, bupati atau pejabat yang 
ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil) apabila jumlah pajak yang terutang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 
Tata cara pemungutan pajak hotel ditetapkan sebagai 
berikut: 
1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah 
(SPTPD), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar  Tambahan (SKPDBT), 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak 
Daerah (STPD). 
2. Apabila SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 
jatuh tempo sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih 
dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
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3. Dalam hal penggolongan wajib pajak hotel terdiri dari hotel 
melati, hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3, hotel 
bintang 4,dan hotel bintang 5. 
 
2.5.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel  
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor  2  
tahun  2011 tentang Pajak DaerahPasal 6 menetapkan bahwa tarif 
Pajak Hotel adalah 10% (sepuluh persen). Kemudian pada pasal 7 
angka 1 diatur mengenai tata cara penghitung besaran pokok pajak 
hotel yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan 
dasar pengenaan pajak. Berikut disajikan contoh perhitungan pajak 
hotel. 
Mr. Michael menginap di Hotel Marante untuk pembelian: 
- Makanan & minuman   Rp 500.000 
- Untuk jasa sewa kamar   Rp 200.000 
- Untuk jasa telepon    Rp 150.000 
   Jumlah    Rp 850.000 
- Service Charge 10 %   Rp 250.000 
 Jumlah pembayaran sebelum pajak  Rp 1.100.000 
( dasar pengenaan pajak ) 
- Pajak Hotel     Rp    110.000 
   Jumlah yang harus dibayar                Rp 1.210.000 
29 
 
 
 
2.5.6 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel  
Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penagihan 
Pajak Hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor  2  tahun  2011 tentang Pajak DaerahPasal 72 dan 73 , 
ketentuan tersebut adalah: 
1. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak (pasal 72 angka 
1). 
2. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding,  
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan 
(pasal 72 angka 2). 
3. Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan (pasal 72 angka 3). 
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan 
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati (pasal 72 
angka 4). 
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5. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih 
dengan Surat Paksa (pasal 73 angka 1). 
6. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan (pasal 73 angka 2). 
2.5.7 Kadaluwarsa Pajak Hotel 
Penjelasan mengenai kadaluwarsa pajak hotel tertuang dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor  2  tahun  2011 
tentang Pajak DaerahPasal 80. Peraturan Daerah ini menetapkan 
bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa yaitu 
setelah melampuai jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan 
pajak sebagaimana dimaksud diatas, tertangguh apabila diterbitkan 
Surat Peringatan dan Surat Paksa atau ada pengakuan hutang pajak 
dari wajib pajak baik langsung, maupun tidak langsung. 
2.5.8 Keberatan dan Banding 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahpasal 105 dan 106, 
menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dan 
Banding dengan cara: 
a. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati 
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: SKPD, SKPDKB. 
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN. 
31 
 
 
 
b. Keberatan diatas diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas. 
c. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan 
pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan 
ketidakbenaran ketatapan pajak tersebut. 
d. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat yang diterbitkan, 
kecuali wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 
e. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan maka tidak 
dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak 
dipertimbangkan. 
f. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
g. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai 
keberatan yang ditetapkan oleh bupati. 
h. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari 
keputusan tersebut. 
i. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban 
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 
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2.5.9 Pemeriksaan 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahpasal 170 menjelaskan 
bahwa pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk dengan beberapa ketentuan, antara lain: 
1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah 
2. Dalam pemeriksaan pembukuan dan/atau kegiatan audit, bupati 
dapat menunjuk konsultan pajak/ auditor. 
3. Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek pajak terutang. 
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan. 
c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 
4. Dalam hal pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan 
sebagaimana surat tugas dari bupati, akan menjalankan norma-
norma atau etika yang belaku. 
5. Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh bupati. 
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2.5.10 Ketentuan Sanksi 
Apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan mengenai pajak daerah yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah daerah, maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan 
sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana dan sanksi 
administrasi. 
1. Sanksi Pidana 
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor  2  
tahun  2011 tentang Pajak Daerahpasal 88-90 menjabarkan 
beberapa ketentuan pidana apabila wajib pajak tidak 
melakukan kewajibannya. Ketentuan pidana tersebut antara 
lain: 
a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak 
menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak 
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
pidana denda paling panyak 2 (dua) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 88 angka 
1). 
b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak 
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar   
sehingga  merugikan  keuangan  daerah  dapat  dipidana  
dengan  pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 
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terutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 88 angka 
2). 
c. Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini tidak dituntut 
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau 
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun 
pajak yang bersangkutan (pasal 88 angka 3). 
d. Tindak pidana dalam peraturan daerah ini tidak dituntut 
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau 
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun 
pajak yang bersangkutan (pasal 89). 
e. Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) 
dan ayat (2), merupakan penerimaan negara (pasal 90). 
2. Sanksi Administrasi 
Sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada 
wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajibannya diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor  2  
tahun  2011 tentang Pajak Daerahpasal 91. Pasal ini 
menyatakan bahwa wajib pajak dapat dikenakan sanksi 
administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau 
pemasangan tanda/stiker pada obyek pajak yang bentuk dan 
tata cara pemasangannya ditetapkan oleh bupati. 
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2.6 Penelitian Terdahulu  
Skripsi karya Endang Setia Arini dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel 
dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman 
1994/1995 - 1999/2000”. Hasil analisisnya menunjukkan adanya potensi 
yang masih sangat besar yang belum tergali. Untuk hotel nilai potensi pajak 
yang belum tergali  sebesar Rp 1.033.036.683, dari sampel yang dipilih dan 
untuk restoran nilai potensi pajak yang belum tergali sebesar Rp 
19.170.908. Tingkat elastisitas pajak hotel dan restoran terhadap 
Pendapatan Asli Daerah, secara rata-rata sebesar 4,96 atau lebih dari 1 
keadaan ini dapat dikatakan elastis. Artinya bila terjadi perubahan pajak 
hotel dan restoran sebesar 1%, mampu menaikkan Pendapatan Asli 
Daerah sebesar 4,9%. Elastisitas pajak hotel dan restoran terhadap PDRB 
secara rata-rata sebesar 2,53 atau lebih dari 1, keadaan ini elastis. Artinya 
bila terjadi perubahan PDRB sebesar 1 % dapat menaikkan pajak hotel dan 
restoran sebesar 2,53 %. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap 
PDRB secara rata-rata adalah 4,07 atau lebih dari 1, keadaan ini dapat 
dikatakan elastis. Artinya apabila terjadi perubahan PDRB sebesar 1% 
dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,07%. Kontribusi pajak 
hotel dan restoran terhadap PAD dan PDRB secara rata-rata sebesar 23,22 
%. Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak 
hotel dan restoran mempunyai kekuatan dan peluang sebagai sumber daya 
ekonomi, meskipun masih ada kelemahan dan ancamannya.Dalam tahap 
perkembangan faktor eksternal dan faktor internal sangat berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak.Faktor internal tersebut antara lain, sistem dan 
prosedur, sumber daya manusia, pengawasan; sedang faktor ekstemal 
adalah kesanggupan dalam membayar pajak dan kesempatan dalam 
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membayar pajak. Dengan semakin banyaknya obyek wajib pajak yang 
sanggup dan mau membayar pajaknya maka penerimaan pajak hotel dan 
restoran akan semakin meningkat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di 
Kabupaten Toraja Utara. Menurut pengamatan penulis, potensi yang dimiliki  
daerah ini cukup besar, terutama di sektor parawisata. Optimalisasi pada 
sektor ini akan menjadi salah satu pilar pendukung utama pengembangan 
Kabupaten Toraja Utara di masa yang akan datang. 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
3.2.1 Jenis Data 
         Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a) Data kualitatif, yaitu data dalam bentuk dokumen-dokumen 
serta formulir-formulir. 
b) Data kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk 
angka-angka, seperti jumlah penerimaan Pajak Daerah dan 
jumlah Pendapatan Asli Daerah. 
 
3.2.2 Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data 
primer dan sumber data sekunder. 
a) Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan 
wawancara langsung dengan pihak terkait. Dalam hal ini, 
wawancara dilakukan dengan pihak pimpinan dan pegawai yang 
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terlibat langsung dalam administrasi perpajakan pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. 
b) Data sekunder, yaitu data dalam bentuk lampiran-lampiran dan  
literatur pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
 
3.3 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, digunakan beberapa instrumen diantaranya 
melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung 
dengan pihak pimpinan dan pegawai yang terlibat langsung dalam 
administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, dilakukan 
dokumentasi dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah 
terdokumentasi, baik data keuangan maupun non keuangan yang bersumber 
dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan 
literatur yang ada. 
Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 
penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui: 
 
 
 
39 
 
 
 
a) Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab kepada beberapa pihak, baik 
pimpinan maupun karyawan/ staf yang mengetahui objek penelitian. 
b) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek 
yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan serta 
memahami kegiatan yang sesungguhnya terjadi. 
c) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa dokumen dan 
catatan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian. 
2. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca serta mempelajari buku 
atau literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan masalah sebagai 
landasan teori dan alat untuk melakukan analisis. 
3. Mengakses Website dan Situs-Situs 
Untuk mendapatkan informasi yang lebih luas lagi mengenai penelitian 
ini, penulis juga mengakses website dan situs-situs yang terkait dengan 
informasi yang dibutuhkan. 
 
3.4 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan peranan pajak hotel dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara : 
a. Proporsi, yaitu untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak hotel 
terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan metode angka 
pembanding. Rumus yang digunakan (Djarwanto, 1993 : 148-149) : 
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Dimana : 
It  = besarnya sumbangan pajak hotel (%) 
QXn = realisasi pajak hotel tahun tertentu (Rp) 
QYn = realisasi pendapatan asli daerah tahun tertentu (Rp) 
 
Semakin besar persentase It, menunjukkan semakin besar 
sumbangan Pajak Hotel terhadap PAD dan semakin kecil persentase 
It, menunjukkan semakin kecil sumbangan Pajak Hotel terhadap PAD. 
b. Koefisien korelasi, yaitu untuk mengetahui keeratan hubungan antara 
pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan 
(Ridwan dan Sunarto, 2009:80): 
 
  
 ∑   ∑ ∑ 
√  ∑    ∑         ∑    ∑  
 
 
 
 
Dimana : 
r = koefisien korelasi (%) 
n = jumlah data 
x = realisasi Pajak Hotel (Rp) 
y = realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) 
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Nilai r dapat bervariasi antara -1 dan 1 yaitu: 
1) Bila nilai r = 0 maka berarti pajak hotel dengan PAD tidak ada 
hubungan sama sekali. 
2) Bila r = 1 atau mendekati 1 maka berarti antara pajak hotel 
dengan PAD memiliki hubungan  yang sangat kuat (hubungan 
antara kedua variabel dikatakan positif) maksudnya setiap 
kenaikan  nilai pajak hotel selalu disertai kenaikan yang seimbang 
pada nilai PAD atau setiap penurunan nilai Pajak Hotel selalu 
disertai penurunan yang seimbang pada nilai PAD. 
3) Bila nilai r = -1 atau mendekati -1 maka berarti antara pajak hotel 
dengan PAD  memiliki hubungan yang sangat kuat sekali 
(hubungan antara kedua variabel dikatakan  negatif) maksudnya 
setiap kenaikan nilai pajak hotel selalu disertai penurunan yang 
seimbang pada nilai PAD atau setiap penurunan pajak hotel selalu 
disertai kenaikan yang seimbang pada nilai PAD.  
 
Untuk mempermudah mengerjakan digunakan SPSS 19.0 setelah 
koefisien korelasi diperoleh, kemudian diadakan pengujian antara 
pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah, apakah benar-benar 
terjadi hubungan atau hanya kebetulan saja. Prosedur pengetesan 
kuat tidaknya korelasi adalah: 
1) Tentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif 
H0 :  r = 0 (berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat). 
H1 :    r ≠ 0 (berarti ada hubungan antara variabel bebas dengan 
variabel terikat). 
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2) Pengujian dengan T- test, rumus yang digunakan adalah: 
 
       
 √   
    
 
 
c. Elastisitas, yaitu untuk mengetahui derajat kepekaan dari Pendapatan 
Asli Daerah Akibat adanya perubahan pada penerimaan pajak hotel. 
Rumus yang digunakan (Sutrisno, 1982 :244-248): 
 
          
    
   
 
  
   
 
 
Dimana: 
EPHthdPAD = nilai elastisitas (%) 
∆PAD  = perubahan realisasi Pendapatan Asli Daerah 
∆PH  = perubahan realisasi Pajak Hotel 
PAD  = realisasi Pendapatan Asli Daerah 
PH  = realisasi Pajak Hotel 
 
 Berdasarkan konsep elastisitas tersebut akan diperoleh tiga 
kemungkinan yaitu: 
1) E < 1 disebut inelastik, artinya jika penerimaan pajak hotel naik 
1% maka PAD akan naik kurang dari 1%. Jika penerimaan pajak 
hotel turun 1% maka PAD akan turun kurang dari 1%. 
2) E > 1 disebut elastik, artinya jika penerimaan pajak hotel naik 1% 
maka PAD akan naik lebih dari 1%. Jika penerimaan pajak hotel 
turun 1% maka PAD akan turun lebih dari 1%. 
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3) E = 1 disebut unitary, artinya jika penerimaan pajak hotel naik 1% 
maka PAD akan naik 1%. Jika penerimaan pajak hotel turun 1% 
maka PAD akan turun 1%. 
2. Untuk mengungkapkan efektifitas pengelolaan administrasi 
penerimaan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara: 
a) Hasil guna (efektifitas), yaitu mengukur hubungan antara hasil 
pungutan pajak hotel (realisasi) dengan target pajak hotel, dengan 
asumsi semua wajib pajak telah membayar seluruh pajak masing-
masing. Rumus yang digunakan (Devas,dkk,1999:144-145) : 
 
                     
                   
                
      
 
Pajak hotel dikategorikan efektif dalam pungutannya apabila rasio 
yang dicapai di atas 100% dan mengalami kenaikan dari tahun ke 
tahun. 
b) Daya guna (efisiensi), yaitu mengukur bagian dari pajak hotel 
yang digunakan untuk memungut biaya pajak hotel. Apakah 
besarnya biaya pemungutan yang dikeluarkan sesuai dengan 
besarnya realisasi pajak hotel yang diperoleh. Rumus yang 
digunakan (Devas,dkk,1989:146): 
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pajak hotel dikategorikan efisiensi dalam pemungutannya apabila 
rasio yang dicapai di bawah 100% dan mengalami penurunan dari 
tahun ke tahun. 
3. Untuk memberikan gambaran prospek penerimaan pajak hotel di 
Kabupaten Toraja Utara di masa yang akan datang, sehingga dapat 
dihitung jumlah target yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya 
(Pangestu Subagyo, 1996:31-37): 
 
Y = a + bx 
 
Dimana: 
Y = Nilai trend pajak hotel 
X = Periode waktu (tahun) 
a = Konstanta 
b = Koefisien kecondongan garis trend 
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BAB IV 
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1 Keadaan Geografi 
Kabupaten Toraja Utara yang beribukota di Rantepao 
terletak antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, 
yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sulawesi Barat di 
sebelah utara dan Kabupaten Tana Toraja disebelah selatan, serta 
pada sebelah timur dan barat masing-masing berbatasan dengan 
Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Toraja 
Utara dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang terdapat di 
Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sungai Saddang. 
Jarak ibukota Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota 
Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km yang melalui kabupaten 
Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-
Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. 
Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km persegi 
yang meliputi 21 Kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan 
Buntu Pepasan merupakan 2 Kecamatan terluas dengan luas masing-
masing 162,17 km persegi dan 131,72 km persegi atau luas kedua 
kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah 
Toraja Utara. 
 
 
 
46 
 
 
 
4.1.2 Pendidikan, Kesehatan dan Agama 
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia 
(SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan 
ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh 
kegiatan tersebut. Tahun 2012 jumlah sekolah yang ada di Toraja Utara 
sebanyak 84 Taman Kanak-Kanak , 188 Sekolah Dasar, 64 Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama, 13 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan 22 
Sekolah Menengah Kejuruan.  
Sampai tahun 2012 di KabupatenToraja Utara terdapat 1 rumah 
sakit swasta.Sedangkan fasilitas kesehatan lain diToraja Utara terdapat 
22 puskesmas, 239posyandu dan 85 polindes. Jumlah tenagakesehatan 
yang ada sebanyak 40 dokter,179 perawat dan 187 bidan. 
Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat 
dari besarnyasarana menurut peribadatan masing-masingagama. Tempat 
peribadatan umat Islamyang berupa mesjid sebanyak 13 unit, tempat 
peribadatan umat Kristiani berupagereja masing-masing gereja Protestan 
686unit, gereja Katolik 129 unit, sementaratempat peribadatan umat 
Hindu danBudhha yang masing-masing berupa Puradan Vihara belum 
ada. 
 
4.1.3 Tanaman Pangan dan Perkebunan 
Produksi padi di Kabupaten TorajaUtaramasih mempunyai 
kontribusi yangcukup besar dalam sub sektor tanamanpangan. Tahun 
2012 produksi padisebesar 122,138 ton yang dipanen dari areal seluas 
24.014 ha ataumenghasilkan rata-rata 5,09 ton/ha.Produksi jagung tahun 
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2012sebesar 3.725 ton, ubi kayu 10.166 ton,ubi jalar 2.956 ton pada 
tahun 2012.Selain itu terdapat juga jenis sayur-sayurandan buah-buahan. 
Hasil tanaman perkebunan yangcukup dominan di Kabupaten 
TorajaUtara adalah tanaman kopi arabika dancoklat.Produksi kopi arabika 
sebanyak8.625 ton, kopi robusta 1.961 ton dancoklat 2.582 ton. Selain 
kedua jeniskomoditi tesebut terdapat juga vanili,cengkeh dan lada. 
 
4.1.4 Peternakan dan Perikanan 
Populasi ternak yang diusahakandi Toraja Utara berupa ternak 
besar dan kecil, serta unggas. Populasi ternak besar seperti sapi, kerbau 
dan kuda masing-masing 249 sapi, 20.157 kerbau dan 48 kuda, jenis 
tenak kecil seperti babi populasinya 289.241 ekor, 143 ekor kambing. 
populasi jenis unggas, seperti ayam buras populasinya 282.274 ekor, 
ayam ras 30.292 ekor,dan itik lokal 25.322 ekor.  
Ikan merupakan salah satu bahan makanan untuk memenuhi 
kebutuhan protein hewani merupakan komoditas yang tidak banyak 
terdapat di Kabupaten Toraja Utara. Produksi ikan pada tahun 2012 
sebanyak 444,10 ton, yang bersumber dari sungai sebanyak 18,50 ton, 
kolam sebanyak 15,10 ton, dan sawah sebanyak 410,50 ton. 
 
4.1.5 Perindustrian  dan Perdagangan 
Jumlah industri di Kabupaten Toraja Utara tahun 2012 tercatat 
307 unit dengan tenaga kerja 900 orang. Jenis industri yang terbanyak 
adalah pakaian jadi 84 unit dan menyerap tenaga kerja 252 orang, disusul 
industri barang-barang dari kayu seperti ukiran sebanyak 127 unit dengan 
tenaga kerja 201 orang dan indusri makanan dan minuman sebanyak 63 
unit dengan tenaga kerja 315 orang. 
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Jumlah perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Toraja Utara 
pada tahun 2012 sebanyak 223 perusahaan, jumlah tersebut menurun 
dari tahun 2011 sebanyak 485. Dari jumlah perusahan yang terdaftar 
tahun 2012 terdiri dari 19 PT, 62 CV/Firma, 6 koperasi dan 136 usaha 
perorangan. Tahun 2012, sebanyak 157 usaha perdagangan yang 
memperoleh Surat Isin Usaha Perdagangan dengan status perdagangan 
besar 2 unit, 64 perdagangan menengah 60 unit dan 157 perdagangan 
kecil. 
 
4.1.6 Hotel dan Pariwisata 
Pembangunan kepariwisataan ditunjukkan pada peningkatan 
kemampuan untuk menggalakkankegiatan ekonomi yang melibatkan 
berbagai sektor. Kegiatan pariwisata diharapkan mampu membuka 
lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah dan 
masyarakat di daerah wisata serta penerimaan devisa bagi negara. 
Jumlah akomodasi wisata pada tahun 2012 sebanyak 45 unit yang 
menyediakan 919 kamar dan 1.666 tempat tidur. Jumlah wisatawan 
domestik pada tahun 2012 tercatat 35.263 orang dan wisatawan 
mancanegara tercatat 29.617 orang.Wisatawan mancanegara yang 
berkunjung terbanyak berasal dari Negara Perancis, yaitu 3.787 orang. 
 
4.1.7 Keuangan Daerah dan Koperasi 
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek 
penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan 
dimiliki oleh pemerintah dan secara tak langsung dimiliki oleh masyarakat 
melalui pembayaran pajak. Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Toraja Utara tahun 2012 sebesar Rp 510,81 milyar rupiah 
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atau naik sebesar Rp 56,37 sedangkan realisasi pengeluaran rutin 
sebesar Rp 550,39 milyar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar Rp 
85,53 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya Rp 464,86 milyar 
rupiah. 
Jumlah koperasi yang masih aktif sampai tahun 2012 sebanyak 
98 koperasi yang terdiri dari 61 Non KUD dan 10 KUD, sedangkan jumlah 
anggotanya sebanyak 16.012 anggota Non KUD dan 1.456 anggota KUD. 
 
4.1.8 Keadaan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara 
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu pencerminan 
kemajuan ekonomi, yang didefenisikan sebagai keseluruhan nilai 
tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun 
dalam wilayah tersebut.PDRB Toraja Utara menurut harga berlaku 
periode 2009-2012 setiap tahunnya mengalami perkembangan yang 
cukup baik. PDRB Toraja Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 
2012 sekitar Rp 2.200,39 milyar rupiah berkembang 20,81 persen dari 
tahun sebelumnya. Kontribusiterbesar disumbangkan sektor pertanian 
32.29 persen, sedang sektor penggalian hanya mempunyai kontribusi 
0,55 persen. Demikian juga dengan PDRB atas dasar harga konstan 
tiap tahun mengalami pertumbuhan yang cukup baik. 
Sejak Toraja Utara dibentuk, pertumbuhan ekonominya 
cukup baik, berada diatas 7,16 persen, misalnya pada tahun 2009 
sebesar 6,68 persen, 2010 sebesar 5,75 persen, 2011 sebesar 
7,00persen dan 2012 sebesar 8,47 persen. Pertumbuhan sektor 
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pertanian yang palingkecil 3,61 persen, sedang sektor Listrik, Gas 
dan Air Bersih 24,85 persen. 
b. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara berasal 
dari berbagai sumber.Sumber-sumber PAD yang berpotensi 
meningkatkan penerimaan PAD perlu dikelola dengan baik.Hal ini 
diharapkan dapat memfokuskan perhatian Pemerintah Daerah pada 
sumber PAD yang potensial dan berupaya meningkatkan nilai dari 
potensi PAD tersebut.Sedangkan pada PAD yang kurang potensial, 
dapat dilakukan koreksi dan kajian lebih lanjut.PAD Kabupaten Toraja 
Utara selama periode 2009 sampai dengan tahun 2013 cenderung 
mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja 
Utara Tahun 2009-2013 
 
 
Tahun 
Penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah 
Pertumbuhan 
Rp % 
2009 5.809.001.981 0 0 
2010 8.282.309.920 2.473.307.939 42,6 
2011 13.280.335.960 4.998.026.040 60,03 
2012 16.614.816.498 3.334.480.538 25,11 
2013 19.824.778.307 3.209.961.809 19,32 
Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara 
 
 
 
c. Retribusi Daerah 
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Salah satu sumber PAD Kabupaten Toraja Utara yang cukup 
potensial dalam meningkatkan jumlah penerimaan PAD Kabupaten 
Toraja Utara adalah Retribusi Daerah.Retribusi Daerah merupakan 
salah satu penyumbang terbesar PAD Kabupaten Toraja Utara.Pada 
Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun laju pertumbuhan 
Retribusi Daerah cukup tinggi. 
 
Tabel 4.2Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2009-2013 
 
 
Tahun 
Penerimaan  Retribusi 
Daerah 
Pertumbuhan 
Rp % 
2009 2.332.305.060 0 0 
2010 2.165.839.120 -166.465.940 -7,14 
2011 3.659.297.790 1.493.458.670 68,95 
2012 6.134.472.510 2.475.174.720 67,64 
2013 6.980.065.160 845.592.650 13,78 
Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara 
 
d. Pajak Daerah 
Sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sektor yang 
sangat penting dalam PAD Kabupaten Toraja Utara.Setiap tahun 
penerimaan dari sektor ini terus mengalami pertumbuhan.Hal ini 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Toraja UtaraTahun 2009-
2013 
 
 
Tahun 
Penerimaan        Pajak 
Daerah 
Pertumbuhan 
Rp % 
2009 1.671.525.304 0 0 
2010 2.059.502.894 387.977.590 23,21 
2011 3.833.150.133 1.773.647.239 86,12 
2012 4.371.777.622 538.627.489 14,05 
2013 6.589.276.945 2.217.499.323 50,72 
Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara 
 
e. Pajak Hotel 
Sumber lain yang  menjadi penopang PAD adalah Pajak 
Hotel. Pertumbuhan pada sektor ini terus mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun.Besarnya pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2009-2013 
 
 
Tahun 
Penerimaan  Pajak 
Hotel 
Pertumbuhan 
Rp % 
2009 249.509.380 0 0 
2010 287.875.022 38.365.642 15,38 
2011 372.419.737 84.544.715 29,37 
2012 515.882.185 143.462.448 38,52 
2013 643.163.789 127.281.604 24,67 
Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara 
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4.2 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Toraja Utara 
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara 
1. Visi 
Visi yang menjadi panduan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toraja 
Utara yaitu terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan 
asset daerah yang professional, transparan dan akuntabel. 
2. Misi 
Misi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toraja 
Utara adalah: 
1. meningkatkan efektivitas penerimaan sumber-sumber 
pendapatan daerah; 
2. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan 
keuangan dan aset daerah; 
3. menerapkan sistem pengelolaan barang milik daerah; 
4. memantapkan koordinasi perencanaan anggaran dan 
menjamin likuiditas anggaran daerah. 
 
4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara 
Struktur organisasi merupakan gambaran posisi wewenang 
kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing personil yang terlibat 
dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi dapat 
membantu kelancaran aktivitas kantor, karena semua personil 
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diberikan kejelasan kedudukan dan fungsinya serta mekanisme 
pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilaksanakan. Hal tersebut 
berlaku untuk setiap organisasi termasuk organisasi pemerintahan 
maupun organisasi non laba. 
Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara ini 
telah beberapa kali dilakukan perubahan, hal ini dilakukan dengan 
maksud untuk menyesuaikan dengan kondisi dinas. Di samping itu 
juga disebabkan adanya pergeseran-pergeseran personil pada tingkat 
pimpinan. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Toraja Utara 
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4.3 Hasil Penelitian 
4.3.1 Analisis Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
1. Analisis Proporsi  
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya 
sumbangan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga 
akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan 
yang harus diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak 
hotel sebagai usaha untuk meningkatkan peranannya terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. 
Proporsi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Toraja Utara dihitung dengan membandingkan jumlah 
penerimaan pajak hotel  dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah.Besarnya proporsi pajak hotel terhadap penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat 
pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa proporsi dari pajak hotel 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara selama 
kurun waktu lima tahun yaitu sejak 2009 – 2013 bervariasi antara 
2,80%sampai 4,30% atau dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 
3,40%.Dari tahun ke tahun, realisasi pajak hotel terus mengalami 
peningkatan.Namun walaupun demikian proporsinya terhadap 
realisasi PAD dari tahun 2009 sampai 2011 cenderung 
menurun.Peningkatan proporsi realisasi pajak hotel terjadi pada 
tahun 2012 dan 2013.Hal ini terjadi karena peningkatan realisasi 
pajak hotel tidak sebanding dengan peningkatan realisasi PAD. 
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Tabel 4.5Proporsi Pajak Hotel terhadapPendapatan Asli DaerahKabupaten 
Toraja Utara Tahun 2009-2013 
 
 
Tahun 
 
Realisasi Pajak Hotel 
(Rp) 
Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah (Rp) 
 
Proporsi (%) 
2009 249.509.380 5.809.001.981 4,30 
2010 287.875.022 8.282.309.920 3,48 
2011 372.419.737 13.280.335.960 2,80 
2012 515.882.185 16.614.816.498 3,10 
2013 643.163.789 19.824.778.307 3,24 
Rata-rata 413.770.023   12.762.248.533 3,40 
Sumber : data diolah 
 
2. Analisis Koefisien Korelasi 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan 
antara Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja 
Utara yang pada akhirnya dapat diketahui apakah memang Pajak Hotel 
itu berperan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Adapun nilai 
koefisien korelasi dari Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6Hasil Koefisien Korelasi 
Correlations 
 Pajak Hotel PAD 
Pearson Correlation Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Hotel 
1,000 
,976 
,976 
1,000 
Sig.(1-tailed) Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Hotel 
. 
,000 
,000 
. 
N Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Hotel 
5 
5 
5 
5 
** Correlation is a significant at 0.01 level (2-tailed) 
Sumber : data diolah 
 
Berdasarkan hasil analisis datadiperoleh nilai koefisien korelasi (r) 
adalah sebesar 0,976.Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
sangat kuat (positif) antara pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah.Hal ini 
terbukti juga dari hasil pengujian atas nilai koefisien korelasi melalui t-test. Rumus 
yang digunakan: 
 
       
 √   
    
 
 
       
     √   
        
  
     
     
       
 
a. Hipotesis : 
H0 :r = 0 ( berarti tidak ada hubungan antara pajak hotel dengan Pendapatan 
Asli Daerah) 
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H1    :   r ≠ 0 (berarti ada hubungan antara Pajak Hotel dengan Pendapatan 
Asli Daerah) 
b. Ketentuan :  
Jika thitung> ttabel dengan tingkat sifgnifikansi 0,05 dan df : 3 maka H0 : 
ditolak 
Jika  thitung< ttabel  dengan tingkat sifgnifikansi 0,05 dan df : 3 maka H0 : 
diterima 
c. Kesimpulan 
Dari hasil perhitungan didapat nilai thitung  = 7,788  Sedangkan ttabel pada 
tingkat signifikansi 0,05 dan df: 3 = 2,353 jadi thitung 7,788 lebih besar dari 
ttabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan df : 3 = 2,353 dengan demikian 
H0 : ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
sangat kuat antara pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah. 
 
3. Analisis Elastisitas 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat kepekaan dari 
Pendapatan Asli Daerah akibat adanya perubahan pada penerimaan 
pajak hotel.Sehingga pada akhirnya dapat diketahui seberapa besar 
pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.Tingkat 
elastisitas pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada 
Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa elastisitas pajak hotel terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara bersifat inelastis untuk 
tahun 2012 dan tahun 2013 sebab nilai elastisitas yang diperoleh lebih 
kecil dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas penerimaan pajak 
hotelsebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami 
perubahan kurang dari 1%. 
 
Tabel 4.7Elastisitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 – 2013 
 
 
Tahun 
    
   
 
(1) 
  
   
 
(2) 
 
(3)= (1) x (2) 
Keterangan 
2009 - 0,04 - - 
2010 64,47 0,03 1,93 Elastis 
2011 59,12 0,03 1,77 Elastis 
2012 23,24 0,03 0,70 Inelastis 
2013 25,22 0,03 0,76 Inelastis 
Sumber : data diolah 
 
Catatan : 
∆ PAD  = perubahan realisasi pendapatan asli daerah 
∆ PH  = perubahan realisasi pajak hotel 
PAD  = realisasi pendapatan asli daerah 
PH  = realisasi pajak hotel 
 
Sedangkan untuk tahun 2010 dan tahun 2011 adalah bersifat 
elastis sebab nilai yang diperoleh lebih dari 1. Ini berarti dengan adanya 
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perubahan atas penerimaan pajak hotel sebesar 1% maka Pendapatan 
Asli Daerah akan mengalami perubahan lebih dari 1%. Jadi selama 
jangka waktu empat tahun yaitu sejak tahun 2010 – 2013 Pajak Hotel 
dapat dinyatakan bersifat elastis terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Toraja Utara sebab nilai yang didapat rata-rata sebesar  1,29. 
Ini berarti dengan adanya perubahan atas pajak hotel sebesar 1% akan 
bersifat mengubah Pendapatan Asli Daerah lebih dari 1%. Untuk tahun 
2009 elastisitas pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara belum 
dapat dihitung karena ∆ PAD dan ∆ PH belum dapat diukur. 
 
4.3.2 Analisis Administrasi Penerimaan Pajak Hotel 
1. Analisis Efektivitas 
Tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara dihitung 
dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target 
pajak hotel yang ditetapkan. Apabila hasil perhitungan pajak hotel 
menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100 persen, 
maka pajak hotel semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan 
pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara semakin membaik. Dalam penelitian 
ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian 
target. Sedangkan untuk tujuan yang lain, seperti keadilan, ketepatan waktu 
pembayaran, dan kepastian hukum diabaikan. Di bawah ini disajikan tabel 
hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten Toraja Utara tahun 
anggaran 2009 – 2013. 
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Tabel 4.8Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten 
TorajaUtaraTahun 2009-2013 
 
 
Tahun 
Target Pajak 
Hotel (Rp) 
Realisasi Pajak 
Hotel (Rp) 
Efektivitas 
(%) 
2009 199.500.000 249.509.380 125,07 
2010 350.500.000 287.875.022 82,13 
2011 745.000.000 372.419.737 49,99 
2012 805.231.650 515.882.185 64,07 
2013 662.000.000 643.163.789 97,15 
Rata-rata 552.446.330 413.770.023 83,68 
Sumber : data diolah 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel di 
Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 
bervariasi antara 49,99% sampai 125,07% atau dengan rata-rata sebesar 
83,68%. Tingkat efektivitas terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu 
sebesar 125,07%, sedangkan tahun 2010 tingkat efektivitas pajak hotel 
mengalami penurunan sebesar 82,13%. Kemudian pada tahun 2011 
sebesar 49,99% merupakan tingkat efektivitas terendah selama lima 
tahun terakhir. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas Pajak Hotel sebesar 
64,07% dan pada tahun 2013 sebesar 97,15%. 
Dengan melihat rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel di 
Kabupaten Toraja Utara yang kurang dari seratus persen atau dengan 
rata-rata sebesar  83,68% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa 
kinerja dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara masih 
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kurang baik, karena realisisi penerimaan pajak hotel selalu berada di 
bawah target yang direncanakan, kecuali tahun 2009. 
2. Analisis Efisiensi 
Efisiensi pajak hotel dihitung dengan cara membandingkan biaya 
pemungutan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Apabila 
perhitungan mendekati angka persentase yang semakin kecil maka pajak 
hotel semakin efisien atau dengan kata lain kinerja dalam pemungutan 
pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara akan semakin baik. Besarnya biaya 
pemungutan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 5% 
dari nilai target pajak hotel yang ditetapkan.Tingkat efisiensi pajak hotel di 
Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel 4.9. 
 
Tabel 4.9Efisiensi  Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara 
tahun 2009-2013 
 
 
Tahun 
Biaya Pemungutan  
(Rp) 
Realisasi Pajak 
Hotel (Rp) 
Efisiensi (%) 
2009 9.975.000 249.509.380 3,99 
2010 17.525.000 287.875.022 6,09 
2011 37.250.000 372.419.737 10,00 
2012 40.261.583 515.882.185 7,80 
2013 33.100.000 643.163.789 5,15 
Rata-rata 27.622.316 413.770.023 6,61 
Sumber : data diolah 
 
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak hotel di 
Kabupaten Toraja Utara pada tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 
bervariasi antara 3,99% sampai dengan 10%. Sedangkan rata-rata tingkat 
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efisiensi pertahunnya sebesar 6,61%. Pada tahun anggaran 2009 tingkat 
efisiensi sebesar 3,99% dan pada tahun 2010 tingkat efisiensinya naik 
menjadi 6,09%. Kemudian pada tahun 2011 tingkat efisiensinya kembali 
naik menjadi 10%, dan untuk tahun 2012 turun menjadi 7,8%. Kemudian 
tahun 2013 tingkat efisiensinya sebesar 5,15%. Dari hasil penelitian ini 
yang merupakan tingkat efisiensi yang paling baik selama lima tahun 
terakhir atau dari tahun 2009-2013 terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat 
efisiensi sebesar 3,99%. 
 
3. Analisis Prospek (Trend Linear) Penerimaan Pajak Hotel 
Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan 
untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan 
datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan 
berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam 
periode waktu yang relative cukup panjang, sehingga dari hasil analisis 
tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. 
Secara teoritis, dalam analisis time series yang paling 
menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data 
yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut 
dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak , 
maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. 
Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil 
estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. 
Metode yang digunakan untuk analisis time seriesadalah Metode 
Garis Linear Secara Bebas (Free Hand Method), Metode Setengah Rata-
rata (Semi Average Method), Metode Rata-rata Bergerak (Moving Average 
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Method) dan Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method). Dalam 
penelitian peneliti mengkhususkan pada analisis time series dengan 
metode kuadrat terkecil. 
Analisis ramalan bertujuan untuk mengetahui prospek 
perkembangan jumlah penerimaan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara 
untuk masa mendatang yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, 
yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan 
perencanaan penerimaan pajak hotel. Dalam analisis ramalan ini 
digunakan metode least square.Dalam perhitungan ramalan ini digunakan 
ramalan dalam bentuk penerimaan pajak hotel. Untuk memperoleh 
gambaran mengenai garis trend jumlah penerimaan pajak hotel sepuluh 
tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
Tabel 4.10Dasar Perhitungan Ramalan (Metode Least Square) 
Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-
2023 
 
 
Tahun 
Penerimaan 
Pajak Hotel (Y) 
 
X 
 
XY 
 
X2 
2010 287.875.022 -1,5 -431.812.533 2,25 
2011 372.419.737 -0,5 -186.209.868 0,25 
2012 515.882.185  0,5 257.941.092 0,25 
2013 643.163.789  1,5 964.745.683 2,25 
Jumlah 1.819.340.733 - 604.664.374 5 
Sumber: Data diolah 
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Secara umum persamaan garis linear dari analisis time series 
adalah sebagai berikut: 
Y = a + b X 
Keterangan: Y = variabel yang dicari trendnya 
X = variabel waktu (tahun) 
Sedangkan untuk mencari nilai konstanta (a) dan parameter (b) 
adalah sebagai berikut: 
  
∑ 
 
 
  
∑  
∑  
 
Berdasarkan tabel 13 tersebut, maka dapat dihitung nilai a dan b 
sebagai berikut: 
 
  
             
  
               
  
           
 
               
 
Setelah diketahui masing-masing dari nilai a dan nilai b, maka 
selanjutnya dapatlah diketahui persamaan trend linear adalah Y = 
181.934.073,3 + 120.932.874,8 X. Dari persamaan trend linear 
tersebut, maka selanjutnya dapat diketahui prediksi realisasi 
penerimaan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara selama sepuluh 
tahun yang akan datang (dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023), 
sebagaimana nilai prediksi pajak hotel dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Prediksi Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2014 – 2023 
 
 
Tahun 
Penerimaan Pajak Hotel (Y) 
Rp  
2014 484.266.260,6 
2015 605.199.135,5 
2016 726.132.010,4 
2017 847.064.885,3 
2018 967.997.760,2 
2019 1.088.930.635 
2020 1.209.863.550 
2021 1.330.796.385 
2022 1.451.729.260 
2023 1.572.662.135 
Sumber : Data diolah 
 
Tabel 4.11. menunjukkan bahwapenerimaan pajak hotel 
untuk tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan, 
sehingga pajak hotel perlu mendapatkan pengelolaan yang serius 
untuk memaksimalkan penerimaannya. Metode kuadrat terkecil (trend 
least square) ini merupakan metode alternatif yang mungkin dapat 
dipakai Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam 
menentukan target penerimaan pajak hotel maupun Pendapatan Asli 
Daerah. 
Selama ini digunakan metode pendapatan langsung ke 
lapangan untuk mengetahui potensi-potensi yang belum ada, dalam 
menentukan target penerimaan pajak hotel.Metode pendekatan 
68 
 
 
 
langsung memang lebih mendekati kebenaran tetapi kurang efisien, 
karena banyak mengeluarkan biaya. Dengan menggunakan metode 
analisis trend least square maka cukup dengan menghitung target 
penerimaan pajak hotel yang didasarkan dari penerimaan tahun lalu. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja 
Utara. Hal ini terbukti dari nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,976, 
artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel 
dengan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, hasil pengujian atas nilai 
koefisien korelasi diperoleh nilai thitung  sebesar7,788 dan  ttabelsebesar 
2,353. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai 
ttabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
sangat kuat antara pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah. 
2. Pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara dinilai masih belum efektif dan 
efisien dalam penerimaannya. Belum efektif karena rata-rata tingkat 
efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Toraja Utara kurang 
dari seratus persen atau dengan rata-rata sebesar  83,68% setiap 
tahunnya, kecuali tahun 2009. Belum efisien karena rata-rata nilai 
efisiensi yang diperoleh  yakni 6,61%, masih lebih besar dari nilai 
persentase biaya pemungutan pajak hotel yaitu sebesar 5%. 
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3. Prediksi realisasi pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 
– 2023 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (trend least 
square) memperlihatkan bahwa penerimaan pajak hotel untuk tahun-
tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, maupun 
kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang diberikan yang 
mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, 
yaitu : 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli  Daerah. Oleh karena itu 
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara perlu memaksimalkan 
penerimaan pada sektor ini. Promosi-promosi pariwisata untuk 
menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara perlu 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu pemerintah daerah juga 
perlu memperbaiki sarana dan prasarana wisata yang terdapat di 
Kabupaten Toraja Utara. Dengan demikian tingkat hunian hotel akan 
meningkat dan mendorong naiknya penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah melalui peningkatan penerimaan pajak hotel. 
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2. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi penerimaan 
pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara sebaiknya Pemerintah Daerah 
berupaya menekan serendah mungkin biaya pemungutan. Salah satu 
cara untuk menekan biaya pemungutan pajak adalah dengan 
memberlakukan pembayaran pajak secara online.  
3. Prospek pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara di masa yang akan 
datang cukup baik. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor  ini, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara perlu mengundang 
investor untuk membuka hotel-hotel baru. Penyederhanaan  perizinan 
merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah 
untuk menarik minat investor. Alhasil penerimaan dari sektor pajak 
hotel dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.  
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Riwayat Pendidikan 
-  Pendidikan Formal  
1. SD Negeri 2 Tondon– Kab .Toraja Utara  lulus tahun 2000 
2. SMP Negeri 1 Tondon – Kab .Toraja Utara  lulus tahun 2003 
3. SMA Negeri 1 Rantepao – Kab .Toraja Utara lulus tahun 2006 
4. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas hasanuddin – Makassar    lulus tahun 2014 
-  Pendidikan Nonformal 
 
Pengalaman  
- Organisasi 
1. Pengurus GMKI  Kom.  Ekonomi periode kepengurusan 2007/2008  
2. Pengurus PMKO  Fakultas Ekonomi periode kepengurusan 2008/2009  
3. Pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi periode kepengurusan 
2008/2009 
- Kerja 
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
 
Makassar, 31 Oktober 2014 
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Lampiran 2. Hasil Prediksi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Toraja 
Utara tahun 2014 – 2023 
 
Berdasarkan persamaan  Y = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 
Dimana : Y = Nilai Trend Pajak Hotel 
 X = Periode Waktu 
 
Maka realisasi pajak hotel dapat diprediksi sebagai berikut : 
Y2014 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (2,5) 
 = 181.934.073,3 + 302.332.187 
 = 484.266.260,3 
Y2015 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (3,5) 
 = 181.934.073,3 + 23.265.061,8 
 = 605.199.135,1 
Y2016 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (4,5) 
 = 181.934.073,3 + 544.197.936,6 
 = 726.132.009,9 
Y2017 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (5,5) 
 = 181.934.073,3 + 665.130.811,4 
 = 847.064.884,7 
Y2018 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (6,5) 
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 = 181.934.073,3 + 786.063.686,2 
 = 967.997.759,5 
Y2019 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (7,5) 
 = 181.934.073,3 + 906.996.561 
 = 1.088.930.634,3 
Y2020 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (8,5) 
 = 181.934.073,3 + 1.027.929.435,8 
 = 1.209.863.509,1 
Y2021 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (9,5) 
 = 181.934.073,3 + 1.148.862.310,6 
 = 1.330.796.383,9 
Y2022 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (10,5) 
 = 181.934.073,3 + 1.269.795.185,4 
 = 1.451.729.258,7 
Y2023 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 X 
 = 181.934.073,3 + 120.932.874,8 (11,5) 
 = 181.934.073,3 + 1.390.728.060,2 
 = 1.572.662.133,5 
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Lampiran 3. Regresion 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Hotel  
12.762.248.533 
    41.377.002,6 
5.775.108.417 
164.004.077,5 
5 
5 
 
 
Correlations 
 Pajak Hotel PAD 
Pearson Correlation         
 
Pendapatan Asli Daerah 
Pajak hotel 
1,000 
,976 
,976 
1,00
0 
Sig.(1-tailed)                    
 
Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Hotel 
. 
,000 
,000 
. 
N                                             Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Hotel 
5 
5 
5 
5 
 
 
Variables entered/removed
o 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
 
Method 
1 Pajak Hotel
a 
. Enter 
a. All requested variables entered 
b. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah 
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ANOVA
b 
 
        Model  
Sum of 
Squres  
 
Df 
 
 Mean Square 
 
F 
 
     Sig. 
1     Regresion 
       Residual 
       Total  
9.56015E+17 
7.60264E+15 
9.63618E+17 
1 
4 
5 
  9.56015E+17 
  1.90066E+15 
502.9913033 0.000194 
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Lampiran 4. Daftar Hotel di Kabupaten Toraja Utara 
 
No Nama Hotel Alamat Klasifikasi Hotel 
1 Toraja Heritage Hotel Jl. Kete Kesu Rantepao Km 1 Bintang IV 
2 Hotel Marante Jl. Jurusan Palopo Km 5 Bintang IV 
3 Toraja Misiliana Hotel Jl. Pongtiku No 27 Bintang III 
4 Luta Resort Toraja Jl. Dr Sam Ratulangi No.26 Bintang III 
5 Toraja Prince Hotel Jl. Jurusan Palopo Km  4 Bintang III 
6 Rantepao Lods Jl. Rura Pao Rantepao Bintang II 
7 Hotel Hiltra Jl. Pramuka No. 70 Bintang I 
8 Hotel Torsina Jl. Rura Pao Rantepao Bintang I 
9 Hotel Indra Jl. Landorundun No. 63 Bintang I 
10 Hotel Pison Jl. Pongtiku G II No. 8 Bintang I 
11 Hotel Madarana Jl. Sa’dan Tallunglipu Km3 Bintang I 
12 Poppies Hotel Jl. Pongtiku No. 4 Melati III 
13 Wisma Maria 1 Jl. Dr Sam Ratulangi No. 23 Melati III 
14 Wisma Tanabua Jl. Diponegoro No. 43 Melati III 
15 Duta 88 Cottage Jl. Sawerigading No. 12 Melati III 
16 Wisma Monton Jl. Abdul Gani No. 14 A Melati III 
17 Wisma Irama Jl. Abdul Gani No 16 Melati III 
18 Wisma Kambuno Jl. Jurusan Palopo Km 3 Melati III 
19 Hotel Nonongan Jl. Jurusan Makale  Km 5 Melati II 
20 Wisma Pola Jl. Pembangunan  No. 27 Melati III 
21 Hotel Marlin Jl. Andi Mappanyuki  No. 75 Melati II 
22 Wisma Sarla Jl. Andi Mappanyuki  No. 83 Melati I 
23 Wisma Imanuel Jl. W. Monginsidi No. 16 Melati I 
24 Wisma Famili Jl. S. Tappang No. 17 Melati I 
25 Wisma Monika Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 36 Melati I 
26 Wisma Malita Jl. Suloara No. 110 Melati I 
27 Pondok Nilam Jl. W. Monginsidi No. 13 Melati I 
28 Hotel Victoria Jl. Andi Mappanyuki  No. 115 Melati I 
29 Wisma Toraja Palma Jl. Jurusan Palopo Km 2 Melati I 
30 Wisma Rosa Jl. Malangngo’ No.31 Melati I 
31 Wisma Fios Jl. Abdul Gani No. 83 Melati I 
32 Wisma Mentirotiku Kecamatan Sesean Soloara’ Melati I 
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Lampiran 5. Anggaran Dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Toraja 
Utara (TAHUN 2009-2013) 
1. Angaran dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2009 (Rupiah) 
Klasifikasi hotel Anggaran Realisasi 
Hotel Bintang IV 
Hotel Bintang III 
Hotel Bintang II 
Hotel Bintang I 
Hotel Melati III 
Hotel Melati II 
Hotel Melati I 
70.000.000,00 
17.000.000,00 
3.500.000,00 
90.000.000,00 
7.500.000,00 
3.500.000,00 
8.000.000,00 
107.913.604,00 
32.289.660,00 
8.041.500,00 
69.768.666,00 
15.072.450,00 
4.864.000,00 
11.599.500,00 
Total 199.500.000,00 249.509.380,00 
 
2. Angaran dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2010 (Rupiah) 
Klasifikasi hotel Anggaran Realisasi 
Hotel Bintang IV 
Hotel Bintang III 
Hotel Bintang II 
Hotel Bintang I 
Hotel Melati III 
Hotel Melati II 
Hotel Melati I 
150.000.000,00 
50.000.000,00 
9.500.000,00 
100.000.000,00 
20.000.000,00 
6.000.000,00 
15.000.000,00 
121.230.144,00 
13.022.352,00 
13.932.000,00 
92.904.926,00 
25.072.100,00 
495.000,00 
21.218.500,00 
Total 350.500.000,00 287.875.022,00 
 
3. Angaran dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2011 (Rupiah) 
Klasifikasi hotel Anggaran Realisasi 
Hotel Bintang IV 
Hotel Bintang III 
Hotel Bintang II 
Hotel Bintang I 
Hotel Melati III 
Hotel Melati II 
Hotel Melati I 
150.000.000,00 
300.000.000,00 
20.000.000,00 
210.000.000,00 
30.000.000,00 
15.000.000,00 
20.000.000,00 
119.774.648,00 
100.275.073,00 
5.817.000,00 
104.135.292,00 
24.615.100,00 
2.606.500,00 
15.196.124,00 
Total 745.000.000,00 372.419.737,00 
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4. Angaran dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2012 (Rupiah) 
Klasifikasi hotel Anggaran Realisasi 
Hotel Bintang IV 
Hotel Bintang III 
Hotel Bintang II 
Hotel Bintang I 
Hotel Melati III 
Hotel Melati II 
Hotel Melati I 
195.000.000,00 
315.231.650,00 
20.000.000,00 
210.000.000,00 
30.000.000,00 
15.000.000,00 
20.000.000,00 
156.111.504,00 
127.577.142,00 
14.675.379,00 
166.749.869,00 
36.481.300,00 
1.374.000,00 
12.913.000,00 
Total 805.231.650,00 515.882.185,00 
 
5. Angaran dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2013 (Rupiah) 
Klasifikasi hotel Anggaran Realisasi 
Hotel Bintang IV 
Hotel Bintang III 
Hotel Bintang II 
Hotel Bintang I 
Hotel Melati III 
Hotel Melati II 
Hotel Melati I 
195.000.000,00 
200.000.000,00 
17.000.000,00 
180.000.000,00 
35.000.000,00 
15.000.000,00 
20.000.000,00 
142.482.561,00 
226.719.438,00 
10.216.500,00 
193.945.290,00 
40.662.000,00 
18.387.000,00 
10.751.000,00 
Total 662.000.000,00 643.163.789,00 
 
 
